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BAB III 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan pada analisis data, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Penanganan kekerasan seksual di Yogyakarta belum optimal karena: 

a. Korban kekerasan seksual yang sulit untuk terbuka dan kurang jujur 

kepada penyidik.  

b. Penyidik terkendala oleh domisili pelaku yang jauh sehingga proses 

penyidikan berlangsung lama.  

c. Polisi sebagai penyidik kurang memahami Undang-Undang Tindak 

Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022 dengan baik.  

d. Korban kerap merasa terpojokan oleh pertanyaan-pertanyaan penyidik 

yang kurang berspektif korban.  

e. Penyidik kerap menolak laporan korban karena locus delicti dan alat 

bukti yang dianggap belum memenuhi unsur atau kurang.  

2. Cara untuk dapat mengoptimalkan penanganan kekerasan seksual di 

Yogyakarta adalah sebagai berikut: 

a. Pendampingan psikologi bagi korban dalam melakukan pelaporan. 

b. Penyidik mengamankan terduga pelaku segera setelah laporan diterima. 
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c. Mengadakan pelatihan bagi polisi untuk memahami Undang-Undang 

Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022 pasal per 

pasal. 

d. Penyidik harus berspektif korban. 

e. Pelaporan dapat dilakukan di domisili korban dan di tempat kejadian. 

B. Saran 

Diperlukan penambahan beberapa pasal dalam Undang-Undang Tindak 

Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022 agar lebih melindungi korban 

kekerasan seksual terhadap unsur-unsur tertentu yang belum diatur dan kurang 

jelas. Pemerintah juga harus memberikan anggaran visum agar biaya visum 

tidak lagi ditanggung korban sendiri melainkan ditanggung oleh negara dan 

dianggarkan kepada masing-masing unit kepolisian. Polisi pada setiap sektor 

juga harus mengikuti pelatihan penanganan kekerasan seksual dengan baik. 

Setiap aparat penegak hukum harus lebih berprespektif korban agar tidak terjadi 

lagi reviktimisasi kepada korban kekerasan seksual. 
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Gambar 1 Wawancara di Polresta Yogyakarta dengan Ipda Sri Devi. 
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Gambar 2 Surat bukti penelitian di Polresta Yogyakarta. 

 


